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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR : 21! TAHUN 2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAN DASAR NEGERI PANTE KERA KECAMATAN SIMPANG JERNIH

KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

Mengingat

3.

bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan  Kebudayoan Walar
sermbilan Tahun periu member| zlh Operasional kepada Sekojlah Dasar
Niegen Pante kera Kecamatan Simpang Jemih Kabupaten Aceh Tirmur;

. bahwa Liin Operasional diberiian untul memenuhi Legalitas berlangsungnya

Proses Befajar Mengalar pada Sekolah Dasar Neger| Pante kera Kecamatan
Simpang Jemih Kabupaten Aceh Timr;

- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada hundf a dan b perii

ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Aceh Timur tentang lzin Operasional Sekolah Dasar Meger Pante kera
Recamatan Simpang Jemih Kabupaten Aceh Timur;

. Undang-undang Momor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom| Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propins! Sumatera
Ltara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Momar 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 1092},

- Undsng-Undang Momor 24 Tahum 1956 tentang Pembentukan Dasrah

Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumateras Utara (Lembaran Negara Republic Indonesla Tahun 1956 Nomar
&4, Tamhahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1103) ;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan
Keishmewaan Propins| Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Romor 3839):
Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan Nasioral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomar 1083),
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubaban
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubdk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);






